)

PANCACITA
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN - 1986
No. 47 _ _ _ _ Seri “D'" No. 46

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1986

TENTANG
JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH(ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

a.. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pungutan Gampong/Desa dalam
Propinsi Daerah [stimewa Aceh, periu menentukan jenis dan bentuk
pungutan yang menjadi wewenang Pemerintah Gampong/Desa.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peratu-
ran Daerah. o '

iVlengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi
Aceh ; : ' :

2. 'Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah ; ' ' '

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk
Peraturan Daerah ; :

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1983
tentang Pungutan Gampong/Desa ; . :

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983

“fentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan

n Pengawasannya.
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i foo ’ o
‘] : L <




mewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TEN-
-~ TANG JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA.

a.

Pasal 1

" Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Gampong/Desa adalah Pemerintah Gampong/Desa dalam
Propinsi Daerah lstlmewa Aceh.

Pungutan Gampong/Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang
maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Gam-
pong/Desa terhadap : masyarakat Gampong/Desa.» berdasarkan pertimba-
ngan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Gampong/Desa yang
ditetapkan melalui Keputusan GampongfDesa dalam rangkd meningkat-
kan penvelenggaraan pemerintahan (dan pembangunan di Gampong/
Desa. ’

Pasal 2.

Jenis Pungutan Gampong/Desa yang dapat dipungut dan menjadi wewenang
Pemerintah Gampong/Desa ditetapkan sebagai bertkut :

a.

Pungutan yang bersumber dari setiap Kepala Keluarga berupa iuran

sesuai dengan “klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan ke-

hidupan ekonomt ;

Pungutan-yang berasal dari penggantian ongkos cetak dan surat-surat
keterangan lainnya (‘uang leges } ;

Pungutan yang berasal dari sewa pakai material milik dan atau yang di-
kuasai oleh Pemerlntah Gampong/Desa ;

Pungutan-pungutan lainnya untuk keperiuan somai vang kebutuhan -
nya bersifat mendesak.

_Paéal-3

Pungutan Gampong/Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraiuran Dae-

rah ini dapat difakukan dalam bentuk uang maupun benda dan/ata bafang
sesuai dengan adat kebiasaan setempat. ‘ :



lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, sepan;ang menge-
nai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lemba- _
ran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,—

'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BandaAceh, 2 Mei 1986
DAERAH PROPINS! DAERAH IST!-
* MEWA ACEH, GUBERNUR KEPALA DAERAH
Ketua, ISTIMEWA ACEH,
H. ACHMAD AMINS _ H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran‘Daerah  Peraturan Daerah ini telah disah-
Propinsi Daerah Istimewa.Aceh Nomor  kan oleh Menteri Dalam Negeri
47- tanggal 10 Nopember 1986 Seri dengan Keputusannya Nomor

"“D* Nomor 46. 140.21--802 tanggal 8-—-11-19886.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

{ Asnawi Hasjmy, SH }

NIP. 380003081 .-
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“PENJELASAN :

. UMUM
a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor
5 Tahun 1983 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pungutan
‘Gampong/Desa, yang materinya antar alain mengatur tentang jenis/ben-
tuk, kewenangan, .pengesahan, pengurusan, pertanggung jawaban dan
pengawasan Pungutan Gampong/Desa.

b. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pungutan
Gampong/Desa dalam rangka menunjang kegiatan, pemerintahan dan
pembangunan Gampong/Desa, perlu menentukan jenis-fenis dan bentuk
-pungutan Gampong/Desa yang dapat dipungut~dan menjadi wewenang

. Pemerintah Gampong/Desa.

c. bahwa berdaéarkan Pasal 2 Peraturan Oaerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh Nomor 5 Tahun 1983, jenis dan bentuk pungutan. Gampong/Desa
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.—

il. PASAL DEMI PASAL :

Pasal : 1. Pasal T's/d Pasal 2 hurufc cukup jelas.—

2. "Pasal 2 huruf d :

i Yang dimaksud dengan pungutan untuk Kkeperluan
sosial yang sangat mendesak adalah pungutan yang
dilakukan apabila terjadi bencana alam banjir, gempa
bumi, kebakaran dan sebagainya.— :

3. Pasal 3 s/d Pasal 6 cukup jelas.—






